
 

 

 

 
 

 
 

 

PEMERINTAH ACEH 
 

PERATURAN BUPATI SIMEULUE 

NOMOR 29 TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN SIMEULUE 

 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 
   

BUPATI SIMEULUE, 
 

Menimbang     :a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3) Qanun 
Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu 
menetapkan nilai jual objek pajak sebagai dasar 
pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 

perkotaan Kabupaten Simeulue; 
b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar 

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan Kabupaten Simeulue; 

 

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan kabupaten 

Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3897);  
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1981 Nomor 76 ,Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan  Surat Paksa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan   
Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor 3019)  
sebagaimana  telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 

1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4048); 

 4. Undang-Undang  Nomor 14  Tahun 2002 tentang 

Pengadilan  Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4189); 
 

 
5. Undang-Undang……. 



 

 

 5. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan  Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4286); 
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran 

Negara Repuplik Indonesia Nomor 4286); 
 7. Undang-Undang  Nomor 28  Tahun 2009 tentang Pajak  

Daerah  dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repuplik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Negara Repuplik Indonesia Nomor 5049); 
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

5234); 
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang 

Perluasan Daerah Kabupatenmadya Simeulue (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3005); 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
pelaksanaan Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  
Pidana (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 

1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258); 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4049); 

 13. Peraturan  Pemerintah  Nomor 58  Tahun 2005 tentang  
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan  dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4593); 

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

16. Peraturan…… 



 

 

 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 

tentang Klasifikasi  dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak 
Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi  dan Bangunan; 

 17. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2013 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Simeulue Nomor 185).  

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI  JUAL  OBJEK  PAJAK 

SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN SIMEULUE.  

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.  
3. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue. 
4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang  terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  
5. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.  

6. Objek Pajak  adalah Bumi dan/bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang 

digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan dan pertambangan.  
7. Wajib  Pajak  adalah  orang  pribadi  atau  Badan,  meliputi pembayar  

pajak,  pemotong  pajak,  dan  pemungut pajak, yang  mempunyai  hak  

dan  kewajiban  perpajakan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.  

8. Tahun Pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun kalender. 
9. Bumi  adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan  

pedalaman serta laut wilayah daerah. 
10. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara 

tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 

11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga 
rata-rata yang  diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara 

wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan 
melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai 

perolehan baru, atau NJOP pengganti.  
12. Klasifikasi NJOP adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas 

permukaan bumi berupa  tanah   dan/atau   bangunan   yang   digunakan   

sebagai   pedoman   untuk   memudahkan penghitungan pajak yang 
terutang.  

 
 
 

BAB……. 
 



 

 

BAB II 

Nilai Jual Objek Pajak 
 

Pasal 2  
 

(1) NJOP Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan 

Bupati ini. 
(2) NJOP Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 

Peraturan Bupati ini. 
  

 
BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 3 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue. 

 

 
                                                                Ditetapkan di  Sinabang 

pada tanggal 29 Desember 2014 M                                                                                  

07   R. Awal  1436 H 
         

                            BUPATI SIMEULUE, 
  

 
 
                                                                     RISWAN. NS 

                           
Diundangkan di  Sinabang 

pada tanggal 29 Desember 2014 M                                                                       
07   R. Awal  1436 H 

 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SIMEULUE, 

  
             

 
NASKAH BIN KAMAR 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE  TAHUN 2014 NOMOR 29 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

e-gov
Typewritten text
dto

e-gov
Typewritten text
dto



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 
Ditetapkan di  Simeulue  

pada tanggal ………….Juni  2013  
BUPATI  SIMEULUE 

 
dto 

 

RISWAN. NS 
 

Diundangkan di Simeulue  
pada tanggal  … Juni 2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE  
 
 

 
 

NASKAH BIN KAMAR 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2013 NOMOR  


